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BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor SOP

. KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/02

Tanggal Pembuatan |: 26 Mei 2025
No & Tanggal Revisi |: -
Tanggal Efektif + 1Juli 2025

Disahkan Oleh

-

Nama SOP

. PENANGANAN KEBERATAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. |Memahami peraturan dan perundang-undangan tentang pelayanan informasi publik;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. |Mampu melakukan pengelolaan pelayanan informasi publik;

1.

2,

3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
" |Publik;

4. |Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

5. |Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

6. |Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

7. |12025 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

9 [Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8.

3.

. |Memahami SOP makro pelayanan informasi publik lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran

Memahami struktur kelembagaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

. |KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01 - Pelayanan Informasi Publik;

. |KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/01 - Permintaan Informasi Publik;

- |KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/03 - Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- |KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/04 - Pengujian Konsekuensi;

- |KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/05 - Pendokumentasian Informasi Publik;

- |KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/06 - Pelayanan Permohonan Penelitian Akademis.

[ S R N

1.
2.
3.
4

Alat tulis kantor;

Komputer, prinfer dan scanner;

Jaringan internet,

Lembar kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP Penanganan Keberatan ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada kinerja KP2MI/BP2MI.

Pencatatan dan pendataan dilakukan di media soft copy (elektronik) dan hard copy (salinan keras).




¢ KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN |Nomor SOP KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/02 Tanggal Pemt 26 Mei 2025
[ INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA Nama SOP PENANGANAN KEBERATAN No & Tanggal Revisi z
MIGRAN INDONESIA Tanggal Efektif 1 Juli 2025
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
Pelak Mutu Baku
. Kepala Biro Pranata
No Kegiatan Sekretaris Jenderal Hub. Humas/Petugas Unit Kerja Terkait Tim Perti P Keterangan
(Atasan PPID) ubungan | o \ksana Informasi| (PPID Pelaksana) | ™ ¢! gkay Wakns Output
Masyarakat (PPID) Publik
1 Menerima pengajuan keberatan secara tertulis dari Formulir Pengajuan Keberatan 1HK Formulir Pengajuan Keberatan
Pemohon Informasi terhadap penyelenggaraan dari Pemohon Informasi yang telah diisi lengkap
pelayanan dan/atau penyediaan Informasi Publik di
lingkungan KP2MI/BP2MI
2 Menerima disposisi dan mempelajari pengajuan I Formulir Pengajuan Keberatan 1HK 1. Formulir Pengajuan Keberatan
keberatan dari Pemohon Informasi yang telah diisi lengkap dari Pemohon Informasi yang
telah diisi lengkap
2. Disposisi
3 Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan 1. Formulir Pengajuan Keberatan 1 Jam 1. Formulir Pengajuan Keberatan |1. Memberikan nomor pendaftaran
dan menyimpan salinan sebagai bukti pengajuan dari Pemahon Informasi yang yang telah diregistrasi dan pada Formulir Pengajuan
keberatan telah diisi lengkap diberikan kepada Pemohon Keberatan
2. Disposisi 2. Salinan Formulir Pengajuan 2. Mencatat pengajuan keberatan
Keberatan dalam register keberatan
4 Melakukan koordinasi dan meminta pertimbangan 1. Formulir Pengajuan Keberatan 5HK 1. Formulir Pengajuan Keberatan |1. Atasan PPID berhak menolak
terkait tanggapan keberatan yang akan disampaikan yang telah diregistrasi dan yang telah diregistrasi dan pengajuan keberatan dalam hal:
kepada Pemohon Informasi diberikan kepada Pemohon diberikan kepada Pemohon a. Tidak sesuai dengan ketentuan
2. Salinan Formulir Pengajuan 2. Hasil koordinasi dan pengajuan keberatan
Keberatan pertimbangan b. Materi keberatan tidak sesuai
atau tidak sama dengan materi
dalam permintaan Informasi Publik
Y i A 2. Jika Atasan PPID menolak
E] ] E:l E memberikan Informasi
berdasarkan alasan pengecualian
Informasi Publik, harus
menyertakan surat keputusan
pengecualian Informasi
5 Mengolah dan menelaah tanggapan keberatan serta 1. Formulir Pengajuan Keberatan 2HK Rancangan surat tanggapan
menyiapkan rancangan surat tanggapan keberatan ) yang telah diregistrasi dan keberatan dari Atasan PPID
dari Atasan PPID Tidak |J diberikan kepada Pemohon
2. Hasil koordinasi dan
pertimbangan
[
6 Mengoreksi rancangan surat tanggapan keberatan dari Rancangan surat tanggapan 1HK Surat tanggapan keberatan dari
Atasan PPID kebsratan dari Atasan PP!D Atasan PPID yang telah dikoreksi
Ya
7 Menandatangani surat tanggapan keberatan dari Surat tanggapan keberatan dari 2HK Surat tanggapan keberatan dari
Atasan PPID Atasan PPID yang telah dikoreksi Atasan PPID yang telah
ditandatangani
8 Menyampaikan surat tanggapan kepada Pemohon L Surat tanggapan keberatan dari 1HK Surat tanggapan keberatan dari | Tanggapan tertulis disampaikan
Informasi Atasan PPID yang telah Atasan PPID yang telah dikirim  |kepada Pemohon Informasi paling
ditandatangani kepada Pemohon Informasi lambat 30 hari kerja sejak
dicatatnya pengajuan keberatan
tersebut dalam register keberatan




